
BUPATI KEPULAUAN SULA 

PROVINS! MALUKU UTARA 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA 

NOMOR 28 TAHUN 2022 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA 

TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPULAUAN SULA, 

Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6 Peraturan 

Daerah Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran 

Penclapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

b. bahw a berclasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud 

dalarn huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Penc!apatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

Mengingat : 1 .  Undang-undang Nomor 1 2  Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor (3312) sebagaimana telah cliubah dengan 

Unclang-unclang Nomor Tahun 1994 (Lembar Negara 



Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3569); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten 

Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, 

Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan 

di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4264); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

5. Udang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung_ Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun Tahun 2004, tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4421); 



8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6398); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4540); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 

2005 tentang Sistem Infonnasi keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4576); 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara 

Republi Indonesia Nomor 6041); 

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6057); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 157); 



Menetapkan 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

21 .  Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 10 

Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

22. Peraturan Daerab Kabupaten Kepulauan Sula Nomor O 1 

Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022; 

23. Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 16 Tahun 2014 

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Kepulauan Sula; 

24. Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Dearah 

Kabupaten Kepulauan Sula; 

MBIIUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BEL.ANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 

Pual 1 

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 

Rp782.397.342.758,00 bertambah sejumlah Rp22.205.819.000,00 Sehingga 

menjadi Rp 804.603.161.758,00 dan Belanja Daerah semula berjumlah Rp. 

808.897.342.758,00 bertambah sejumlab Rp54.796.657.483,00sehingga 

menjadi Rp863.694.000.241; dengan rincian sebagai berikut: 



1. Pendapatan 

a. Semula 

b. Bertambah 

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan 

2. Belanja 

a. Semula 

b. Bertambah 

Jumlah Belanja Setelah Perubahan 

Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 

1). Semula 

2). Berkurang 

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan 

b. Pengeluaran 

1). Semula 

2). Bertambah/(berkurang) 

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan 

Rp 782.397.342.758,00 

Rp. 22.949.517.231.00 

Rp 804.603.161.758,00 

RpS.088.973.427.58,00 

Rp 54.796.657.483,00 

Rp 863.694.000.241,00 

Rp 59.090.838.483,00 

Rp. 29.000.000.000,00 

Rp. 32.590.838.483.00 

Rp 61.590.838.483,00 

Rp 2.500.000.000,00 

Rp o,oo 

Rp. 2.500.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto Sebelum Perubahan Rp 26.500.838.483,00 

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp 

Pual 2  

590.908.384,83 

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal l dirinci 

lebih lanjut pada lampiran peraturan ini. 

Pual 3  

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini. 

Pual 4  

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini 

dituangkan lebih lanjut dalam dolrumen pelaksanaan perubahan anggaran 

satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang­ 

undangan 



Pasal 5 

Peraturan Supali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar sctiap 
orang menget.ahuinya, mcrnerint.ahkan pengundangan Pcraturan Bupati 101 

dengan pencmpalannya dalam Serita Daerah. 

Ditetapkan di Sanana 

JABATAN 

Pl t. Sekretaris Dae rah 
Pit. Asisten Adminislrasi f 
Um um 

>-------f-- 

I Pit. K�pala SPKAD 

Diundangkan di Sanana 
Pada Lan a 30 September 2022 
Pit. SE T S DAERAH, 

MUHL 

SERITA DAERAH KASUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2022 NOMOR 28 
Salinan sesuai dengan aslinya 

BAGIAN HUKUM 

( 


